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( 

] SALINAN [ 

BUPATI KLUNGKUNG 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 
NOMOR H TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 
TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLUNGKUNG, 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas 
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Klungkung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Klungkung; 

7. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Mekanisme Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1636); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah 
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) 

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) 
scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 
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11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Berita 
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Kclas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 
Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KELAS 
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KLUNGKUNG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Kclas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung 
Tahun 2019 Nomor I) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Bupati: 

a. Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung 
Tahun 2020 Nomor 6); 

b. Nomor 73 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2020 Nomor 79); 

c. Nomor 5 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung 
Tahun 2021 Nomor 6); dan 

d. Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung 
Tahun 2022 Nomor 9), 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran II diubah schingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Lampiran III diubah schingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi 
scbagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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P asal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. 

Ditetapkan di Semarapura 
pada tanggal 9 Maret 2023 

BUPATI KLUNGKUNG, 

ttd. 

I NYOMAN SUWIRTA 

Diundangkan di Semarapura 
pada tanggal 9 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, 

ttd. 

I GEDE PUTU WINASTRA 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 11 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, 

I Ketut Muka, SH 
NIP. 19681231 198903 1 054 
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